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Abstract

Sidoarjo regency is the first district to organize integrated services pattern on licensing services. With the growing need for
information transparency and emerging technology, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo regency formed
Integrated Licensing Services Information System called SIPPADU that based on online network to facilitate and expedite the
service process. Underlying the formation of this system is the limited number of human resources with the amount of license
handled. The purpose of this study was to determine how SIPPADU effectiveness in improving services at BPPT Sidoarjo.This study
uses a qualitative method with descriptive type. This research was conducted in the Integrated Licensing Service Agency (BPPT)
Sidoarjo. Informant determination by snowball sampling method. Data were collected by in-depth interviews, then analyzed through
data reduction and later get the conclusion.The results obtained from this study indicate that the information provided on SIPPADU
can be accessed anywhere at any time either by the BPPT internal or license applicant. The information presented in the form of pre-
service information, at the time of service and post-service. So we can conclude that the Integrated Licensing Services Information
System (SIPPADU) effective in improving licensing services quality in BPPT Sidoarjo.
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Pendahuluan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan undang-undang. Pelayanan publik dapat
disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.
Diantara dua penyedia pelayanan publik tersebut,
masyarakat tentu lebih sering berinteraksi dengan
pemerintah karena terdapat beberapa bentuk pelayanan
yang hanya bisa dipenuhi oleh pemerintah saja. Selain
itu pemerintah juga memiliki peranan lebih banyak
dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dibanding
dengan pihak swasta.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
aparatur pemerintah  bertanggung jawab untuk
memberikan  pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan
masyarakat.Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang
berkualitas. Pelayanan yang berkualitas merupakan
kunci yang harus dijaga oleh pemerintah karena akan
mencerminkan pula kualitas pemerintahan itu
sendiri.Apabila pelayanan diberikan secara baik dan
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka
masyarakat akan merasa puas dengan apa Yyang
diberikan sehingga masyarakat dapat menilai bahwa
pelayanan yang diterimanya berkualitas.

Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam
penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh
pemerintah.  Sebagai suatu sarana dan alat
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penguhubung antara masyarakat dan pemerintah, maka
birokrasi memiliki peran strategis yang menentukan
apakah suatu pelayanan yang diberikan telah
berkualitas atau belum. Namun sayangnya pengalaman
sejarah telah menimbulkan beberpa masalah seperti
sentralisasi kekuasaan dan pelayanan yang penuh
dengan pungutan liar, maka dibentuklah suatu otonomi
daerah. Dalam menghadapinya, maka dibentuklah
suatu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan
suatu upaya agar daerah mampu membangun
wilayahnya secara lebih mandiri dan tidak lagi
bergantung pada pemerintah pusat sehingga sentralisasi
pemerintahan dapat dihindarkan. Oleh karena itu
tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah
sangat besar dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
publik. Kewenangan tersebut semestinya dipergunakan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat (Ratminto & Atik Septi,
2007:189).

Salah satu kandungan dari otonomi yang sering
menjadi sorotan adalah bagaimana mengolah sumber
daya yang dimiliki sehingga mampu menopang
kemandirian daerah tersebut dalam mencapai
kesejahteraan masyarakatnya. Dari banyaknya sumber
daya yang dimiliki suatu daerah, salah satu yang
penting adalah terkait sumber daya modal.Sumber daya
modal yang dimiliki suatu daerah adalah terkait nilai
investasi yang ada pada daerah tersebut. Investasi
merupakan salah satu komponen penting dalam
pembangunan ekonomi Kkarena akan terkait dan
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berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang akan datang.
Diantara berbagai faktor yang dapat menentukan
keinginan seseorang untuk melakukan investasi,
birokrasi perizinan yang diberikan adalah salah satu
yang perlu diperhatikan. Pelayanan perizinan adalah
gerbang pembuka masuknya investasi. Dengan
kemudahan perizinan yang diberikan, maka diharapkan
akan terjadi pertumbuhan investasi yang masuk secara
signifikan.

Menurut laporan Doing Business 2016, hasil yang
didapatkan adalah bahwa dari dari sepuluh indikator
yang dinilai dalam survei kemudahan berusaha di
Indonesia, kelemahan utama yang dimiliki Indonesia
terletak pada indikator memulai usaha. Kelemahan ini
terletak pada banyaknya prosedur yang harus dilewati
dalam memulai suatu usaha, yaitu sebanyak 13
prosedur, dengan waktu kurang lebih selama 48 hari.
Biaya yang dikeluarkan di Indonesia juga cukup mahal
dalam mengurus izin, yaitu sebesar 20% dari total
pendapatan per kapita. Oleh karena itu, secara
keseluruhan, Indonesia hanya mampu menduduki
peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei.Dari
laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi
perizinan di Indonesia memiliki proses yang panjang
sehingga waktu penyelesaian sangat lama, berbelit-
belit, serta berbiaya mahal.

Proses perizinan yang panjang ini terjadi karena
terpecah-pecahnya kewenangan penerbitan izin yang
dilakukan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan
pemohon izin harus mondar-mandir ke berbagai SKPD
untuk mengurus perizinan usahanya. Belum lagi
kendala prosedur serta persyaratan yang terkadang
berbeda-beda di tiap SKPD. Untuk itulah biaya yang
dikeluarkan akan lebih banyak, di luar biaya-biaya
retribusi  perizinan itu sendiri, misalnya biaya
transportasi untuk bolak-balik antar SKPD, biaya
fotokopi, dan biaya-biaya tidak terduga lainnya.
Akibatnya waktu yang dibutuhkan akan semakin lama
dan tenaga yang dimiliki juga terkuras.Jika keadaan
seperti ini terus menerus terjadi maka akan berdampak
pada keengganan pelaku usaha untuk mengurus
perizinan dan menghambat pertumbuhan kegiatan
usaha baru.

Upaya untuk mengurangi kendala tersebut
sebenarnya telah dilakukan dengan membentuk suatu
pelayanan perizinan yang memiliki pola terpadu. Pola
pelayanan ini dimaksudkan agar proses perizinan yang
dilakukan lebih pendek prosesnya sehingga akan
memudahkan pemohon izin. Pola pelayanan terpadu
yang dikembangkan saat ini disebut Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP). Penerapan PTSP telah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. Menurut permendagri tersebut,
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbithnya dokumen
dilakukan dalam satu tempat. Dari sini sebenarnya
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telah terlihat komitmen pemerintah untuk dapat
memudahkan pemohon izin dengan mengintegrasikan
perizinan dalam satu tempat sehingga proses yang
dilakukan lebih cepat, baik segi prosedur, waktu, serta
biaya yang dikeluarkan.Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) mencatat bahwa hingga 1 Juni 2015, dari
total 561 daerah di Indonesia, termasuk 5 Kawasan
Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan 8
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 507 diantaranya
sudah menyelenggarakan PTSP. Sejumlah daerah yang
menyelenggarakan PTSP tersebut tersebar di 34
provinsi, 370 kabupaten, 97 kota, 4 KPBPB, dan 2
KEK. Sementara yang belum menyelenggarakan PTSP
adalah 46 kabupaten, 1 kota, 1 KPBPB, dan 6 KEK

Namun sayangnya penyelenggaraan PTSP ini
tidak serta merta berjalan sesuai dengan apa yang
diharapkan.Aspek proses penyelenggaraan pelayanan
perizinan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang
diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban
penyelenggara dan  pengguna layanan tidak
dipublikasikan secara terbuka sehingga tidak mudah
diakses oleh para pengguna atau stakeholders
lainnya.Penyelenggara pelayanan perizinan harus
mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh
pemohon izin atau investor.

Seiring dengan kemajuan era teknologi, maka
pengintegrasian informasi saat ini semakin didukung
dengan keberadaan teknologi yang ada yaitu dengan
dibentuknya suatu sistem informasi secara elektronik.
Sistem informasi semacam ini telah diwujudkan oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE
adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non
perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan
kementerian/lembaga pemerintah non departemen yang
memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan,
Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal
(PDPPM), dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Penanaman Modal (PDKPM).

Menurut data yang ada pada portal BKPM
mengenai  SPIPISE, tidak banyak PTSP yang
terintegrasi dengan SPIPISE. Di Provinsi Jawa Timur
sendiri, terdapat sebanyak 16 PDKPM yang telah
terintegrasi dengan SPIPISE. Hal ini juga menunjukkan
bahwa ke-16 PDKPM tersebut telah memiliki sistem
informasi  secara mandiri pada masing-masing
instansinya. Salah satu dari ke-16 PDKPM tersebut
adalah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BPPT).

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten
pertama di Provinsi Jawa Timur yang mempelopori
pelayanan administrasi dengan menerapkan pola
pelayanan terpadu satu pintu, bahkan sebelum
terbentuknya regulasi mengenai penyelenggaraan
PTSP. Kabupaten Sidoarjo telah membentuk suatu unit
pelayanan terpadu sebagai wadah koordinasi pola
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pelayanan terpadu antara instansi pemerintah sesuai
dengan batas kewenangan masing-masing. Pada
tanggal 26 Desember tahun 2006 Kabupaten Sidoarjo
menerima Piala Presiden Rl sebagai pelopor
pembentukan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
yang pertama di Indonesia.Kemudian pada tahun 2008,
nomenklatur semula vyaitu Dinas Perijinan dan
Penanaman Modal diubah menjadi Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan
daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan
Bupati Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Sidoarjo.Dalam beberapa tahun
terakhir, terjadi penambahan izin yang ditangani oleh
BPPT Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2011, jumlah
ijin yang ditangani sebanyak 25 ijin, kemudian pada
tahun 2012 bertambah menjadi 37 ijin, dan pada tahun
2015 jumlah ijin yang ditangani sebanyak 73 ijin.
Kemudian pada tahun 2016. Kewenangannya
bertambah kembali menjadi 81 jenis izin karena adanya
pelimpahan wewenang dari Dinas Kesehatan.

Tabel Jumlah Izin Terbit Tahun 2012-2015 di

BPPT Kab. Sidoarjo
2012 2013 2014 2015

13.680 12.141 13.869 15.732

Sumber: Profil BPPT Kabupaten Sidoarjo 2015
Pertambahan jumlah kewenangan izin yang diurus
oleh BPPT Kabupaten Sidoarjo ternyata tidak serta
merta diimbangi dengan adanya pertambahan pegawai.
Tabel Karyawan/ti di BPPT Kabupaten Sidoarjo
tahun 2015 berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin PNS
Laki-laki 30
Perempuan 23
Jumlah 53

Sumber: Profil BPPT Kabupaten Sidoarjo 2015

Dari ketimpangan perbandingan jumlah izinyang
masuk dengan jumlah aparatur yang dimiliki, maka
BPPT  Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  beban
administratif yang berlebih. Oleh karena itu BPPT
Kabupaten Sidoarjo memerlukan suatu sistem
informasi yang mampu membantu aparaturnya dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari.
Sistem informasi yang ada di BPPT Sidoarjo disebut
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu
(SIPPADU). SIPPADU ini merupakan suatu sistem
informasi yang mengintegrasikan seluruh kegiatan
perizinan yang dilakukan di BPPT Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan perizinan yang dimaksudkan ini adalah yang
dilakukan keseluruhan business process yang terjadi,
yakni mulai diterimanya berkas di front office hingga
ke back office, dan kembali lagi ke pemohon dalam
bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala BPPT Kabupaten
Sidoarjo. Selain itu, SIPPADU ini juga mencakup
keseluruhan informasi yang diberikan oleh pihak BPPT
Sidoarjo kepada pemohon melalui website yang ada,

yaitu meliputi informasi mengenai potensi-potensi
yang ada di Sidoarjo, informasi business process yang
dapat dilakukan, pelacakan terhadap proses informasi
perizinan yang dilakukan, pengaduan masyarakat, dan
lain sebagainya.Dengan melihat atar belakang tersebut,
penulis tertarik untuk mengetahui  bagaimana
efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
Terpadu (SIPPADU) dalam meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan di BPPT Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
efektivitas SIPPADU dalam meningkatkan pelayanan
perizinan di BPPT Kabupaten Sidoarjo.manfaat
akademis penelitian ini adalah memberikan sumbangan
pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Administrasi
Negara terutama dalam mendorong pengembangan
teori mengenai efektivitas pelayanan perizinan melalui
sistem informasi yang ada. Selain itu penelitian ini
diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi
peneliti lain yang akan mengkaji tentang efektivitas
pelayanan perizinan khususnya yang berkaitan dengan
sistem informasi.

Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang
berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Steers menyatakan bahwa
efektivitas harus dinilai terhadap tujuan yang bisa
dilaksanakan dan bukan terhadap konsep tujuan umum
(Tangkilisan, 2005:142). Jadi efektivitas dinilai
menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil
mencapai tujuan yang layak dicapai. Sementara
menurut Mahmudi (2007:84) efektivitas merupakan
hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar
kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka
semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
dapat mencapai efektivitas organisasi, yaitu dengan
mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi
ukuran efektivitas suatu organisasi. Menurut Gibson et.
al. (1996) efektivitas dalam konteks perilaku organisasi
dapat diukur melalui indikator yang bersifat pendek-
panjang Vvaitu diantaranya produktivitas, efisiensi,
kepuasan, adaptasi, dan pengembangan. Sementara itu,
Gibson dalam Agung Kurniawan (2005:107)
mengungkapkan kriteria atau ukuran efektivitas dapat
dilihat dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis
dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan
yang matang, penyusunan program yang tepat,
tersedianya sarana prasarana, dan sistem pengawasan
dan pengendlian yang bersifat mendidik. Selanjutnya,
Steers dalam Tangkilisan (2007:141) mengemukakan
ada lima kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu
produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan
kerja, kemampuan berlaba, dan pencarian sumber daya.

Sistem Informasi Manajemen

Sebelum menjelaskan secara utuh mengenai apa
yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen,
maka perlu dipahami terlebih dahulu masing-masing




Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016

unsur di dalamnya. Menurut Jogiyanto (2005:2),
definisi sistem adalah seperangkat komponen yang
berinteraksi secara bersama-sama untuk mencapai
tujuan tertentu. Sementara itu Wing Wahyu Winarno
(2004:5) mengatakan bahwa sistem adalah sekumpulan
komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai
suatu tujuan. Masing-masing komponen memiliki
fungsi yang berbeda dengan yang lain, tetapi tetap
dapat bekerja sama. Fungsi sistem yang utama adalah
menerima  masukan, mengolah masukan, dan
menghasilkan keluaran. Agar dapat menjalankan
fungsinya, sistem akan memiliki komponen-komponen
masukan (input), proses, keluaran (output), dan kontrol
untuk menjamin bahwa semua fungsi dapat berjalan
dengan baik.

Murdick et. al. dalam Kumorotomo (2004:11)
menguraikan bahwa informasi terdiri dari data yang
telah diambil kembali, diolah, dan digunakan untuk
memberi dukungan Kketerangan bagi pengambilan
kesimpulan, argumentasi, atau sebagai dasar untuk
peramalan atau pengambilan keputusan. Pemakaian
infomasi lebih penting dibandingkan data, karena
informasi  berguna untuk menunjang keputusan
manajemen. Parker dalam Kumorotomo (2004:11-12)
menguraikan bahwa informasi yang baik harus
memenuhi  syarat-syarat diantaranya ketersediaan
(availability), mudah dipahami (comprehensibility),
relevan, bermanfaat, tepat waktu, kehandalan
(reliability), akurat, dan konsisten.

Menurut James A.F. Stoner dalam Handoko
(2003:8), manajemen merupakan proses perencanaan,
kepemimpinan, dan pengendalian upaya organisasi dan
penggunaan seluruh sumber daya organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam
perencanaan, para manajer mendefinisikan tujuan
organisasi, menentukan arah tindakan bagi organisasi,
serta menetapkan langkah-langkah strategis guna
mencapai tujuan organisasi sebagai tujuan yang
disepakati oleh anggota-anggota organisasi. Dalam
pengorganisasian, manajer mengatur atau menata
kegiatan-kegiatan operasional supaya sesuai dengan
tujuan yang hendak dicapai, antara lain dengan
mengadakan pembagian kerja, penetapan struktur
kewenangan dan rantai komando, penempatan pegawai
dalam satuan-satuan organisasi, dan sebagainya.
Sedangkan dalam pengendalian manajer mengadakan
evaluasi apakah prestasi yang dicapai sudah sesuai
dengan standar baku yang telah ditetapkan, dan apabila
ada ketidaksesuaian dan penyimpangan ditetapkan pula
cara-cara untuk mengatasinya.Dari pengertian masing-
masing unsur pembentuk istilah yaitu sistem,
informasi, dan manajemen, maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan dari dibentuknya Sistem Informasi
Manajemen (SIM) adalah supaya organisasi memiliki
suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah
data menjadi informasi yang bermanfaat dalam
pembuatan  keputusan manajemen, baik yang
menyangkut  keputusan-keputusan rutin, maupun
keputusan-keputusan strategis.

Menurut Parker dalam Kumorotomo (2004:16),
Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer terdiri
dari manusia, perangkat keras (hardware), perangkat
lunak (software), data, dan prosedur-prosedur
organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan
data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada
pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi yang
berkompeten. Kriteria bagi suatu SIM yang efektif
adalah bahwa sistem tersebut dapat memberikan data
yang cermat, tepat waktu, dan yangpenting artinya bagi
perencanaan, analisis, dan pengendalian manajemen
untuk mengoptimalkan pertumbuhan organisasi.

Untuk mengukur apakah suatu sistem itu bekerja
secara efektif atau tidak, Kenneth C Laudon
(2005:638) mengatakan bahwa sebenarnya ada
beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya
gangguan komunikasi, digunakan oleh orang-orang
yang tidak berwenang, kegagalan perangkat lunak,
kegagalan perangkat keras, bencana alam, kesalahan
karyawan, dan serangan teroris dapat mencegah sistem
untuk bekerja dengan sebenarnya. Oleh karena itu ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu
menyangkut  kesalahan-kesalahan  yang  Dbersifat
administratif, keamanan dan bencana.

Pertama vyaitu bencana. Perangkat keras
komputer, program, file data, dan perlengkapan lainnya
bisa rusak akibat file, kegagalan daya, atau bencana
lainnya. Kedua yaitu keamanan yang mengacu pada
kebijakan, prosedur, dan ukuran-ukuran teknis yang
digunakan untuk mencegah pelanggaran akses,
pencurian atau kerusakan fisik pada sistem. Kemudian
yang ketiga adalah kesalahan (error). Komputer juga
bisa menjadi alat kesalahan, bahkan mengganggu dan
menghancurkan operasi sistem. Secara ringkas dapat
dijelaskan bahwa sistem tidak dapat bekerja secara
efektif jika terdapat gangguan yang bersifat teknis
maupun non-teknis yang terjadi pada perangkat
komputer, rendahnya tingkat keamanan pada setiap
prosedur seperti pemalsuan data, kerusakan program
software sehingga tidak dapat berjalan dengan
semestinya. Dari penjelasan mengenai efektivitas dan
sistem informasi manajemen tersebut, maka kriteria
efektivitas yang digunakan dalam  mengukur
keberhasilan suatu sistem dan relevan dengan
penelitian ini adalah kejelasan tujuan yang hendak
dicapai, kejelasan strategi  pencapaian  tujuan,
produktivitas, efisiensi, kemanan, dan kendali.

Kualitas Pelayanan Perizinan

Pelayanan menurut Gronroos dalam Ratminto
(2005:2) adalah suatu aktivitas atau serangkaian
aktivitas yang disediakan oleh perusahaan pemberi
pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan
permasalahan konsumen atau pelanggan yang bersifat
tidak kasat mata, yang terjadi sebagai akibat adanya
interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-
hal lain. Sementara itu, istilah publik berasal dari
Bahasa Inggris Public yang berarti umum, masyarakat,
negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi
Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti
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umum, orang banyak, ramai. Menurut Thoha dalam
Sedarmayanti  (2009:243) pelayanan masyarakat
merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dan
atau kelompok orang atau instansi tertentu dalam
memberikan bantuan dan kemudahan kepada
masyarakat dalam mencapai tujuan.

Menurut  Mahmudi  dalam  Hardiyansyah
(2011:20) ada dua Klasifikasi pelayanan publik, yaitu
pelayanan kebutuhan dasar yang meliputi pelayanan
kesehatan, pendidikan, dan bahan kebutuhan pokok,
dan pelayanan umum yang meliputi pelayanan
administratif, barang, dan jasa. Di dalam penelitian ini,
penelitian perizinan merupakan salah satu bentuk
pelayanan  administratif yang disediakan oleh
pemerintah. Pada dasarnya perizinan merupakan salah
satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan (regulasi)
dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh
pemerintahan  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang
dilakukan oleh masyarakat.

Perizinan berasal dari kata izin yang merupakan
keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang
ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk
dapat dilakukannya suatu kegiatan tertentu, yang tanpa
adanya izin tersebut kegiatan tertentu dilarang, dengan
maksud menimbulkan akibat hukum tertentu. 1zin juga
berarti sebuah keputusan pemerintah, atau menurut
undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) disebut sebagai keputusan tata usaha negara.
Sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak
dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu mesti ada
permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu.
Sebagai sebuah keputusan dari badan/pejabat yang
berwenang, izin lahir melalui serangkaian proses, yang
dimulai dari permohonan yang kemudian diproses
melalui serangkaian tahapan yang kadang kala begitu
panjang (Pudyatmoko, 2009:54).

Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang
berkualitas. Pelayanan yang berkualitas merupakan
kunci yang harus dijaga oleh pemerintah karena akan
mencerminkan pula kualitas pemerintahan itu
sendiri.Dr. Joseph M. Juran dalam Nasution (2001: 15)
mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan untuk
penggunaan produk (fitness of use). Definisi ini
menekankan orientasi pada pemenuhan harapan
pelanggan. Sementara itu, W. Edward Deming dalam
Nasution (2001:16) mendefinisikan kualitas sebagai
kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen.
Suatu perusahaan atau instansi harus benar-benar dapat
memahami apa yang dibutuhkan pelanggan atau suatu
produk atau pelayanan yang dilakukan.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas
pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur
pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan
apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat
dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Zeithmal  dalam
Sedarmayanti (2009:254) membagi dimensi tolak ukur
kualitas pelayanan vyaitu, tangibles (terjamah),
reliability (handal), responsiveness
(pertanggungjawaban), ~ competence  (kompeten),

courtesy (sopan), credibility (jujur), security (aman),
acces (kemudahan),communications (komunikasi), dan
understanding the customer (mengerti akan
pelanggan), yaitu melakukan usaha untuk mengetahui
kebutuhan pelanggan. Namun, berdasarkan riset
terakhir yang dilakukan oleh Parasuraman et. al.dalam
Tjiptono (2008:95) ditemukan overlapping diantara
beberapa dimensi yang telah disebutkan sebelumnya,
maka dimensi-dimensi yang ada sebelumnya disatukan
sehingga terdapat lima dimensi utama yang disusun
sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya yaitu
tangibles (bukti fisik), reliability (kehandalan),
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan),
dan emphaty (empati). Lima dimensi inilah yang
digunkan dalam mengukur kualitas pelayanan di BPPT
Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif dengan tipe deskritif. Penelitian ini bertujuan
untuk menggambarkan  efektivitas sistem informasi
pelayanan perizinan di BPPT Kabupaten Sidoarjo.
Teknik penentuan informan yang digunakan vyaitu
purposive sampling yakni memilih informan yang
dianggap paling memahami mengenai permasalahan
dalam  penelitian. Teknik  pengumpulan  data
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan peneliti yakni
dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini
menggunakan triangulasi.

Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
Terpadu (SIPPADU)

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu
(SIPPADU) adalah suatu sistem informasi yang
mengintegrasikan seluruh informasi yang ada di BPPT
Kabupaten Sidoarjo, baik yang berupa database
perizinan, maupun informasi lainnya yang terkait
dengan pelayanan perizinan yang diselenggarakan
dengan basis online. dalam mengukur efektivitas
SIPPADU maka digunakan kriteria efektivitas menurut
para ahli yang telah dielaborasi sebagai berikut.

1. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu
(SIPPADU) adalah sistem informasi di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten
Sidoarjo yang berbasis online. SIPPADU memiliki
basis sistem jaringan online karena bertujuan untuk
memudahkan dan mempercepat proses layanan
sehingga pelayanan yang diberikan kepada pemohon
dapat lebih maksimal. Tujuan tersebut dijelaskan
secara terperinci ke dalam sasaran kegiatan apa saja
yang harus dilakukan. Diantaranya adalah membentuk
sistem informasi secara online dengan menganggarkan
jaringan internet yang kuat sehingga proses
penerapannya berjalan dengan lancar. Kemudian tujuan
mempercepat dan mempermudah proses layanan
dengan sistem online secara keseluruhan.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan
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Dalam mencapai tujuan SIPPADU untuk
mempercepat dan mempermudah proses layanan, maka
strategi yang dilakukan yaitu dengan menganggarkan
budget khusus untuk konektivitas jaringan internet atau
kapasitas bandwith yang lebih baik dan mengganti
komputer yang kompatibel dengan SIPPADU.
Kemudian diterapkan sistem dual monitor pada front
office sehingga meminimalisir kesalahan penginputan
data pada sistem.

3. Produktivitas

Jumlah izin yang diterbitkan selama SIPPADU
diterapkan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat
pada Tabel berikut ini.

2012 2013 2014 2015

13.680 12.141 13.869 15.732

Peningkatan tersebut didukung dengan teknologi
informasi online sehingga semakin mempercepat dan
memudahkan pemrosesan data sehingga produktivitas
izin ikut meningkat. Namun pada sisi produktivitas
waktu dalam memproses, beberapa izin belum dapat
dipenuhi dan tidak sesuai dengan target yang
ditentukan.

4. Efisien

Efisiensi waktu yang digunakan  untuk
menghasilkan izin yang diterbitkan sudah baik
mengingat tujuan SIPPADU adalah mempercepat
proses perizinan yang dilakukan. Prosedur permohonan
izin semakin singkat dan mudah karena segala
informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
Dari segi biaya juga terjadi efisiensi yang dilihat dari
peningkatan penerimaan melalui retribusi izin yang ada
yang sejalan dengan anggaran APBD yang didapatkan.

5. Keamanan

Sisi  keamanan vyang dimiliki pihak BPPT
mengenai kerahasiaan data-data yang dimiliki berupa
menu-menu yang ditampilkan pada masing-masing
komputer terintegrasi SIPPADU pada masing-masing
bidang yang berbeda sehingga menunjukkan
kerahasian data sesuai dengan wewenang Yyang
dimiliki. Bentuk keamanan yang diberikan kepada
pemohon izin berupa adanya barcode yang
dicantumkan pada tiap-tiap Surat Keputusan (SK)
Perizinan yang diterbitkan.

6. Pengendalian

Kendali umum dilakukan dengan melaksanakan
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai rapat
evaluasi tertinggi yanga ada di BPPT Kabupaten
Sidoarjo yang membahas mengenai trouble yang
dihadapi sehari-hari, kegiatan sehari-hari, evaluasi
peraturan maupun kebijakan, dan perubahan-perubahan
terhadap kebijakan maupun peraturan yang terjadi.
Sementara kendali khusus dilakukan pada saat proses
penerimaan berkas pertama kali. Apabila syarat yang
diajukan tidak lengkap maka customer service tidak
akan menerima. Begitu pula jika terjadi kesalahan
input pada SIPPADU, maka secara otomatis sistem
tersebut akan menujukkan simbol kesalahan dengan

menampilkan warna merah atau Kkuning pada
pengetikan yang dilakukan.

Kualitas Pelayanan Perizinan di BPPT Kabupaten
Sidoarjo

Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan
publik senantiasa dituntut kemampuannya untuk
meningkatkan kualitas layanan, mampu menetapkan
standar layanan yang berdimensi menjaga kualitas
hidup, melindungi keselamatan dan Kkesejahteraan
rakyat. Kualitas layanan juga dimaksudkan agar semua
masyarakat dapat menikmati layanan, sehingga
menjaga kualitas pelayanan publik juga berarti
menjamin hak-hak asasi warga negara (Hardiyansyah,
2011:87). Untuk melihat apakah terjadi peningkatan
kualitas pelayanan pada penerapan SIPPADU, maka
digunakan metode SERVQUAL sebagai berikut.

1. Tangible (bukti fisik)

BPPT Kabupaten Sidoarjo telah
menyelenggarakan  pelayanan  yang  berkualitas
berdasarkan dimensi tangible yang dapat dibuktikan
dari aspek penampilan petugas dalam melayani
pelanggan, dimana petugas terlihat rapi dengan
memakai seragam yang sopan dan bersih. Ruang
tunggu pelayanan juga memberi kesan nyaman beserta
fasilitas adanya seperti musholla, toilet, dan tempat
parkir. Proses pelayanan yang dilakukan juga terbilang
mudah, namun dengan catatan bahwa dokumen
perizinan yang dibawa harus lengkap. Akses pemohon
dalam melakukan permohonan layanan juga dinilai
baik, hal ini dilihat dari akses lokasi yang mudah
ditemukan, akses informasi yang baik dan terbuka
melalui tempelan yang ada di pintu masuk, maupun
pada situs website yang dimiliki BPPT Kabupaten
Sidoarjo yang dapat dikases kapan saja dan dimana
saja. BPPT Kabupaten Sidoarjo juga memiliki alat
bantu layanan seperti komputer beserta dual monitor
dan sistem informasi yang teraplikasi di dalamnya,
serta smartcard untuk menyimpan data-data pemohon
dan juga dapat digunakan untuk mengetahui
sejauhmana proses perizinan yang dilakukan melalui e-
tracking.

2. Reliability (kehandalan)

Reliability  atau  kehandalan ~ merupakan
kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan tepat waktu dan memuaskan
(Hardiyansyah, 2011:93). Pada dimensi ini, pemohon
telah meraasa bahwa petugas cermat dalam melayani
mereka, yang mana dapat dilihat pada saat melakukan
pengecekan  berkas  persyaratan  permohonan.
Kemudian adanya dual monitor pada front office juga
membantu meminimalisir kesalahan saat menginput
data. Pemohon juga menilai bahwa petugas telah
mampu dalam mengoperasikan alat bantu pelayanan
tersebut. Kemudian dari sisi standar layanan, BPPT
Kabupaten Sidoarjo telah memiliki standar layanan
berdasarkan Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2008.
Standar layanan ini memuat berbagai ketentuan
diantaranya adalah terkait jangka waktu penyelesaian
pelayanan yang dilakukan, dimana BPPT Kabupaten
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Sidoarjo dituntut untuk dapat memberikan proses
pelayanan yang cepat dan tepat waktu, serta memuat
besaran retribusi dan dasar hukum yang mendasari.

3. Responsiveness (daya tanggap)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di
BPPT Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa
petugas memiliki kemampuan daya tanggap yang baik.
Hal ini dilihat dari kemampuan petugas dalam
merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan
pelayanan.Selain respon petugas terhadap pemohon
yang ingin mendapatkan pelayanan yang baik, petugas
juga melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat
sesuai dengan standar mutu manajemen yang
dimiliki.Petugas juga telah memberikan informasi dan
keterangan yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan
dan diperlukan pemohon sehingga tidak menimbulkan
kesalahpahaman. Bagi pemohon yang memiliki
keluhan, maka pihak BPPT Kabupaten Sidoarjo telah
menyiapkan ruangan khusus untuk konsultasi serta
melakukan pengaduan.

4. Assurance (jaminan)

Assurance ini berkaitan dengan kemampuan,
kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para
staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan
(Hardiyansyah, 2011:93). Mengenai kepastian waktu
penyelesaian, BPPT memberikan jaminan atas berapa
lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
permohonan izin. Namun berdasarkan penelitian
terhadap informan yang mengurus izin seperti SIUP
dan TDP, waktu yang dibutuhkan ternyata tidak
seseuai dengan jaminan waktu yang ada, yaitu 3 jam
saja. Namun keterlambatan yang terjadi  dapat
disebabkan oleh beberapa hal, misalnya waktu
pemohon dalam menyerahkan berkas yang sudah
mendekati jam tutup layanan.Namun hal ini dirasa
tidak terlalu merugikan pemohon.Dari sisi kepastian
biaya, pihak BPPT Kabupaten Sidoarjo menjamin
bahwa pemohon tidak akan dikenakan biaya sama
sekali atau gratis untuk perizinan yang tidak memiliki
nilai retribusi. Sementara itu, untuk izin berretribusi
maka biayanya dihitung berdasarkan ketentuan yang
berlaku sehingga tidak ada biaya lain di luar itu.

5. Emphaty (empati)

Emphaty berkaitan dengan kemudahan dalam
melakukan hubungan komunikasi yang baik dan
memahami kebutuhan para pelanggan (Hardiyansyah,
2011:93). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,
pemohon merasa bahwa petugas telah memiliki rasa
empati kepada mereka. Hal ini dilihat dari komunikasi
yang baik yang dilakukan oleh petugas kepada
pemohon. Petugas juga mendahulukan kepentingan
pemohon dalam proses pelayanan yang dilihat dari
sikap petugas yang tidak sibuk sendiri, misalnya
mengobrol atau bermain handphone.Selain itu petugas
juga menunjukkan sikap yang baik dengan
memberikan senyuman sebagai bentuk keramahan,
menanyakan hal apa yang dapat dibantu, dan
membimbing pemohon  dengan  baik.Petugas
memberikan layanan yang sama kepada pemohon tanpa
membeda-bedakan pemohon. Tidak ada sikap

diskriminatif, misalnya  mendahulukan  seorang
pemohon dibanding pemohon yang lain karena adanya
sistem antrian yang dijalankan.

Kesimpulan

Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
Terpadu (SIPPADU) pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo telah efektif. Hal
ini dapat ditinjau dari:

1. Syarat-syarat informasi yang baik telah
dipenuhi oleh informasi yang disediakan SIPPADU
karena informasi yang dibutuhkan tersedia setiap saat
dengan basis online sehingga dapat diakses dimana saja
dan kapan saja. Selain itu informasi yang disajikan oleh
SIPPADU mampu menjadi bahan pengambilan
keputusan baik dalam kegiatan rutin sehari-hari,
maupun keputusan strategis.

2. Sistem Informasi  Pelayanan  Perizinan
Terpadu (SIPPADU) mampu mempercepat dan
mempermudah  proses pelayanan perizinan yang
dilakukan karena mampu menyediakan informasi
mengenai database perizinan maupun informasi
mengenai pelayanan perizinan lainnya juga melalui
pengembangan SIPPADU bhagi pemohon izin berupa:

e-tracking, yaitu aplikasi pelacakan proses izin yang
dilakukan,

- SMS gateway, yaitu aplikasi untuk mengakses
kebutuhan informasi mengenai  persyaratan-
persyaratan izin maupun melakukan pengaduan
melalui SMS,

- mobile SIPPADU vyaitu aplikasi SIPPADU yang
menyediakan informasi mengenai status izin serta
dapat mengetahui alur proses izin melalui
smartphone serta memudahkan customer
mengetahui  kelompok izin usahanya melalui
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Industri,

- SITTEK (Sistem informasi tanda tangan
elektronik), yaitu aplikasi penandatanganan secara
elektronik oleh Kepala BPPT,

- Smartcard ljin, yaitu aplikasi sebagai ID pelanggan
sehingga tidak perlu lagi menyediakan copy berkas
yang telah tersimpan dalam database perizinan.

3. Strategi pencapaian tujuan pelaksanaan
SIPPADU dilakukan dengan baik vyaitu dilakukan
menurut kendala-kendala yang ditemui di lingkungan
BPPT Sidoarjo sebagai pelaksana sistem. Diantaranya
terkait dengan keterbatasan koneksi internet yang ada
sehingga  strategi yang dilakukan dengan
menganggarkan dana khusus untuk pembelian
bandwith yang lebih besar agar koneksi jaringan
internet di lingkungan kantor BPPT Kabupaten
Sidoarjo  lebih  kuat. Kemudian keterbatasan
kemampuan adaptasi staff BPPT Sidoarjo terhadap
perubahan sistem yang ada, serta kesalahan atau human
error yang dilakukan sehingga strategi yang dilakukan
adalah dengan menerapkan sistem dual monitor pada
customer service sehingga meminimalisir resiko human
error terkait kesalahan input nama, alamat, maupun
pengadministrasian lainnya.
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4. Setelah  dilakukan  transformasi  sistem
informasi dari aplikasi stand alone menjadi online
sejak tahun 2012, maka jumlah izin yang diterbitkan
mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga tahun
2015. Pada tahun 2013 jumlah izin yang diterbitkan
sebanyak 12.142 dan mengalami kenaikan sebesar
12,45% pada tahun 2014 atau sebanyak 13.869.
Kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami
kenaikan sebesar 11,84% atau sebanyak 16.011. Hal ini
menunjukkan bahwa dimensi produktivitas sebagai
indikator efektivitas telah terpenuhi dari segi kuantitas
produksi yang dalam hal ini merupakan Surat
Keputusan izin. Namun apabila dimensi produktivitas
dilihat dari segi ketepatan waktu penyelesaiannya,
maka hal ini kurang menunjukkan adanya tingkat
efektivitas karena dari pemohon yang ditemui peneliti,
masih ada yang mengalami keterlambatan penyelesaian
perizinan yang tidak sesuai dengan target yang
diberikan.

5. Sistem Informasi  Pelayanan  Perizinan
Terpadu (SIPPADU) dapat dikatakan cukup efisien
dengan adanya waktu akses informasi yang lebih
singkat serta dapat diakses dimana saja dan kapan saja
karena berbasis online dan website. Penggunaan biaya
juga dikatakan efisien karena biaya yang digunakan
untuk pembentukan SIPPADU sejalan dengan hasil
yang diharapkan, yaitu peningkatan perizinan yang
berimbas pada peningkatan penerimaan yang
didapatkan.

6. Sistem Informasi  Pelayanan  Perizinan
Terpadu (SIPPADU) telah dijamin keamanannya oleh
pihak internal BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan
menjaga kerahasiaan pengguna sehingga tidak dapat
diketahui oleh orang lain. Selain itu aspek keamanan
juga diperlihatkan pada menu-menu aplikasi SIPPADU
pada tiap-tiap komputer yang ada di masing-masing
staff BPPT Kabupaten Sidoarjo, dimana menu yang
bisa diakses oleh staff BPPT hanya yang berkaitan
dengan kewenangan tugasnya saja.

7. Pengendalian terhadap Sistem Informasi
Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) dilakukan
dengan dua cara, yaitu kendali umum dan kendali
aplikasi. Kendali umum diberikan melalui rapat-rapat
yang membahas mengenai permasalahan yang dihadapi
oleh sistem secara keseluruhan dan berkaitan dengan
prosedur pelayanan secara keseluruhan. Sementara
kendali aplikasi yang dilakukan berupa otomatisasi
pada berkas yang dimasukkan pada sistem namun tidak
terotorisasi dengan baik ataupun tidak akurat sehingga
akan memunculkan simbol warna pada sistem, yaitu
warna kuning atau warna merah.

8. Kualitas pelayanan perizinan sudah baik
dilihat dari lima dimensi yaitu tangible (bukti fisik)
yang ditunjukkan dengan kenyamanan ruang tunggu
yang dimiliki serta fasilitas alat bantu layanan seperti
komputer dan juga keberadaan SIPPADU sendiri,
reliability (kehandalan) yaitu kcermatan petugas dalam
melayani pemohon, kemampuan serta keahlian petugas
dalam menggunakan alat bantu serta standar layanan
yang telah dimiliki, responsiveness (daya tanggap)
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yang baik oleh petugas kepada pemohon yang datang,
assurance (jaminan) yaitu jaminan waktu dan biaya
yang sesuai serta legalitas yang terjamin, dan emphaty
(empati) yang dtunjukkan dengan sikap ramah, sopan
santun, dan tidak adanya diskriminasi kepada
pemohon.

Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara aktif kepada
pemohon izin yang datang terkait perkembangan yang
dilakukan terhadap SIPPADU, yaitu dengan langsung
menawarkan kemudahan-kemudahan yang dimiliki
BPPT  Kabupaten  Sidoarjo.  Tidak  sekedar
menempelkan banner bertuliskan informasi-informasi
maupun leaflet atau booklet saja. Sosialisasi aktif dapat
juga dilakukan dengan sering melakukan pelayanan di
luar kantor BPPT, dengan mendirikan stan stan di mall
secara berkala mengingat mall merupakan lokasi
strategis tempat berlalu lalangnya orang.

2. BPPT perlu melakukan pelatihan dasar IT kepada
staff yang ada sehingga secara keseluruhan staff yang
ada di BPPT memiliki kemampuan yang sama dalam
mengoperasikan SIPPADU. Hal ini mengingat bahwa
harapan untuk mendistribusikan pegawai di front office
ke bidang-bidang di back office serta penerapan
kegiatan online secara keseluruhan.

3. Perlu ditambah lagi jumlah komputer yang ada di
kantor BPPT Kabupaten Sidoarjo sehingga pemohon
yang datang dapat mengkases informasi maupun
melakukan penginputan dokumen atau berkas perizinan
secara mandiri sebagai bentuk pelayanan online yang
disediakan. Serta menambah pegawai bagian informasi
agar pendampingan yang dilakukan terhadap pemohon
izin lebih maksimal dan tidak perlu menunggu terlalu
lama.

4. Terkait dengan beberapa izin yang masih
mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan
target yang ditentukan, perlu meningkatkan kembali
kecepatan serta ketepatan waktu pelayanan dengan
mengerahkan seluruh aplikasi pelayanan yang dimiliki.
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